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1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomar 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 S.1 {Sajana) bidang Akuntansif Manajemen/ Administrasi/
5038 = =t — : SR Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika atau
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

5587) sebagaimana tefah beberapa kall diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

; : . - iplh -Ti i
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8856, 2 m“ _mL_U..u o:._w.._.Mw_ﬁﬂ__W._nw%:mhﬂ%ﬁﬂﬂﬂﬁw::mm_“__m._._.mm“_m__x

3, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara Infomnatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor B801);

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8757),

& Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 1880 tentang Perubahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Padang (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1880 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

& Peraturan Pemerintah Nomar 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43, Tambahan Lemt Negara Republik
Indonesia Nemor 6233); . _

7 “Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelotaan Pengaduan Pelay Publik (Lem 1 Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 181);

o, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomer 18 Tahun 2018 ¢ g P daan B g/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); - =
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Momor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

24E —

11 Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Padang Nomor 137),

13 Peraturan Wali Kota Padang Nomor B Tahun 2024 tentang Masa Pajak, Tahun Pajak, Tata Cara Pemungutan Pajak, Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah,
Administrasi dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau Sanksinya, Pemberian Insentif Fiskal dan Pemberian Kemudahan

| —Peroaiakan Daerah

1. Alat tulis _Sﬂ.zo_.
2. Komputer/labtob
3 Data dan Laporan

Dilarang mengubah dan atau dekuman ini npa perse . ENDA Knla Padany



TATA CARA PELAKSANAAN UJI KEPATUHAN (ELARIFIKASI) WAJIE PAJAK DAERAH

»

m

dengan  hasil werifikasifuji
kepatuhan wajil pajak

polenaifanalisa

b, Wajik  Pajak  mengiei  daftar  hadir  dan
menandatangani Berica Acara Hasil Klarifikaai;

o, Apabila WP tdak hedir dan  tidak  bersedia
diklavifikasi  dan  jiks sudabh 2 (dua)  kali
pemanggilan tetap bdak hadir akan dinsulkan
untuk dilakukan pemerikaaan.

d. Kepala Bub Bidang Pengawasan dan Pemerikanan)
membuat drafl nota dinas laporan hasil kanfikasi
wajib  pajak  kepada  Kepala  Badan  untuk
ditandatangan aleh Kepala Bidang Penaghan dan

Kepala  Bidang  Penagihan  dan Pengendalian!
menandatangani nota dinas untuk diteruskan ke
Kepala Badan  Pendapatan  Dacrab. Apabnla tidak
menyetujui usulan nota dinae dikembalikan ke Kepala
Sub Hidang Peogawasan dan Pemerkssan untuk)
diparbaiki.

Kepaln Badan menclitl nota dinas yang dinjukan
Biclang Penagihan dan Pengendali=o,

Proaca selesai, dilanjutkan seauai Nota Dinas

=

Analisa Kepatuhan Wajib|
Pajak

G0 menit

a0 menit

A0 menit

Diruft Mota Dinas Hasi
Klarifikasi

Nata Dinas
Venfikas

Hasil]

Surat Pengakuan
Kekurangan Bayar dari
WP Wlika ada)
kekuranean bavarl

Peluksana Mutu Baku
No.| Uraian Prosedur S Kabid Penagihan JFT Wajit Hel Wakt - Keterangan
i il dan Pemeriksnan | Pemerikssan Ak ghapan Citpr

| |Kepala  Bidang  Penagiban  dan Pengendalian 1 Data Realisasi B6) menit 1 Nola Dinas
menugaskan Kepala 8ub Bidang Pengawasan dan Peanbavaran Pajuk Daerah Rekomendasi kegada
Pemeriksasn untuk mengklarifikasi data waji pajak 2 Undangan kepada
dacrah herdasarkan hasil werifileasifuji waajils pajale
potenaifanaslisa kepatubinm wajib pagak

2 Datn Hasil Uji Potensi

2 Kepala Bub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan 1

&  Mengundang wajib pajak dengan meminta bukti — 3 Data Hasil Verifikasi Pajak| 60 menit Berits  foara lasil
omsst hanan dan untuk lingk Dacrah Klarifikevai
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